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PENGELOLAAN PELATIHAN PEMBANGUNAN  

KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan 

profesionalisme pengelola Pelatihan dalam pelaksanaan 

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana perlu menyusun acuan dalam 

Pengelolaan Pelatihan Pembangunan keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana di lingkungan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 

b. bahwa untuk meningkatkan nilai akreditasi sebagai 

upaya menjaga mutu, efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

perlu menyusun mekanisme dalam pengelolaan Pelatihan 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 

Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional tentang Pengelolaan Pelatihan Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 6477); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
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Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

322); 

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi; 

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 703); 

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Tahun 2020 Nomor 12 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai 

Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 779); 

 

MEMUTUSKAN: 

Mengingat : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 

BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN 

PELATIHAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, 

DAN KELUARGA BERENCANA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:  

1. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana yang selanjutnya disingkat Banggakencana 
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adalah program teknis yang dimiliki oleh Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

2. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi yang 

dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada 

proses Pembelajaran praktik kerja dan/atau 

Pembelajaran di luar kelas. 

3. Pembelajaran adalah proses peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan serta perubahan sikap. 

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

5. Seminar/Konferensi/Saraswehan adalah pertemuan 

ilmiah untuk meningkatkan Kompetensi terkait 

peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh 

pakar/praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli 

mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu 

yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan 

pengembangan karier dengan memberikan penugasan 

kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu 

selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis 

dalam penyelesaian produk. 

6. Workshop adalah pertemuan ilmiah untuk meningkatkan 

Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang 

diberikan oleh pakar/praktisi untuk memperoleh 

pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di 

bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas 

atau kebutuhan pengembangan karier dengan 

memberikan penugasan kepada peserta untuk 

menghasilkan produk tertentu selama kegiatan 

berlangsung dengan petunguk praktis dalam 

penyelesaian produk. 

7. Kursus adalah kegiatan Pembelajaran terkait suatu 

pengetahun atau keterampilan dalam waktu yang relatif 
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singkat, dan biasanya diberikan oleh lembaga non 

forrmal. 

8. Penataran adalah Kegiatan Pembelajaran untuk 

meningkatkan pengetahuan dan karakter Pegawai ASN 

dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja 

organisasi. 

9. Bimbingan Teknis adalah Kegiatan Pembelajaran dalam 

rangka memberikan bantuan untuk meyelesaikan 

perseoalan/masalah yang bersifat khusus dan teknis. 

10. Sosialisasi adalah Kegiatan ilmiah untuk 

memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan/atau 

kebijakan agar menjadi lebih dikenal, dipahami, dihayati 

oleh Pegawai ASN. 

11. Coaching adalah Pembimbingan peningkatan kinerja 

melalui pembekalan kemampuan memecahkan 

permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. 

12. Mentoring adalah Pembimbingan peningkatan kinerja 

melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada 

bidang yang sama. 

13. E-learning adalah pengembangan kompetensi Pegawai 

ASN dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan dengan 

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mencapai tujuan Pembelajaran dan 

peningkatan kinerja. 

14. Pelatihan Jarak Jauh adalah proses Pembelajaran secara 

terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara Pelatihan 

secara jarak jauh. 

15. Datasering (secondment) adalah penugasan/penempatan 

Pegawai ASN pada suatu tempat untuk jangka waktu 

tertentu. 

16. Pembelajaran Alam Terbuka (outbond) adalah 

Pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar 

Pegawai ASN mampu mewujudkan potensi dalam 

membangaunsemangat kebersamaan memaknai 

kebaijkan dan keberhasilan bagi diri sendiri dan orang 


